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LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG 
 
 
 
 
 
 
 

NOMOR  9  TAHUN  2011 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG 

 
NOMOR  9  TAHUN  2011 

 
TENTANG 

 
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG, 

 
Menimbang
 
  

: a. bahwa dalam rangka menjamin 
kesinambungan bahan tambang yang 
merupakan kekayaan alam yang tak 
terbarukan, diperlukan pengaturan dalam 
pengelolaannya sehingga cadangan yang 
tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal 
dan bijaksana dengan berpedoman pada 
pembangunan daerah yang berkelanjutan 
dan berwawasan lingkungan; 
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b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara, 
diperlukan pengaturan di bidang 
pertambangan yang dapat mengelola dan 
mengusahakan potensi bahan tambang 
secara mandiri, andal, transparan, berdaya 
saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, 
guna menjamin pembangunan daerah 
secara berkelanjutan; 

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten 
Bandung Nomor 8 Tahun 2003 tentang 
Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum 
sudah tidak sesuai lagi kondisi yang ada 
sehingga dibutuhkan pengaturan kembali di 
bidang pengelolaan usaha pertambangan 
agar dapat mendukung kegiatan usaha 
pertambangan di Kabupaten Bandung; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 
b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pengelolaan Usaha 
Pertambangan; 

 
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 
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2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389); 
 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 
 

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4959); 
 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
2009 tentang Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3838); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan Antara 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah 
Provinsi, Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4833); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 
2010 tentang Wilayah Pertambangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5110); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Pertambangan Mineral dan Batubara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5111); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 
2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha 
Pertambangan Mineral dan Batubara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5142); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 
2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5172); 
 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 
Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi 
dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan di Kabupaten Bandung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2004 Nomor 29 Seri D); 
 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan 
Pemerintahan di Kabupaten Bandung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2007 Nomor 17); 
 
 
 
 
 


